
 

 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN 

HUKUM TETAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

(STUDI KASUS NO. 281/Pid.B/2013/PN.TK) 

Oleh 

Manggara Guin Tricahyo 

 

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena didalamnya terdapat sebuah 

nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Suatu 

putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila 

dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak 

adanya upaya hukum lain yang diajukan. Selain itu, keahlian hakim sangat 

diperlukan dalam penguasan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai 

aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) 

sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 elemen 

penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa 

yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya 

undang-undang. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan permasalahan : a) Apakah putusan No. 281/Pid.B/2013/PN.TK 

ini sudah sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana yang 

dituangkan di dalam KUHAP?  b) Apakah akibat hukum atas putusan No. 

281/Pid.B/2013/PN.TK apabila tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil? 

 

Penulisan skripsi ini menggunakan  metode pendekatan normatif dan empiris. 

Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Jaksa pada 

Kejaksaan Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

Dosen Fakultas Hukum Unversitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian 

diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematis. Data 

yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil 

menggunakan metode induktif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : a) Putusan Hakim harus sesuai 

dengan syarat materiil dan formil berdasarkan KUHAP. Perbedaan unsur dalam 

pasal yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa 
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dengan dakwaan yang di berikan penuntut umum akan berakibat terhadap putusan 

yang tidak berdasarkan bukti-bukti persidangan, sehingga batal demi hukum dan 

berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam putusan No: 

281/Pid.B/2013/PNTK ini, menurut penulis nampak perbedaan antara putusan 

hakim dengan tuntutan yang diajukan jaksa berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Padahal KUHAP telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kerangka putusan 

hakim yang harus diikuti apabila hendak mendapatkan putusan yang legitimate.  

b) Akibat hukum atas putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil dan 

materiil adalah batal demi hukum, karena tersurat dalam KUHAP bahwa setiap 

putusan hakim hendaknya memuat norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP, agar 

putusan tersebut memiliki kedudukan hukum yang kuat. KUHAP juga memberi 

ketentuan ketika sebuah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang ada maka ia dianggap batal demi hukum. Dengan demikian putusan tersebut 

dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai 

eksekutor Putusan Pengadilan. 

 

Adapun saran yang diajukan peneliti : a) Hendaknya Jaksa menolak untuk 

mengeksekusi putusan hakim tersebut mengingat putusan tersebut batal demi 

hukum sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas. b) Dewan Perwakilan 

Rakyat yang menurut Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai 

hak pengawasan atas jalannya pemerintahan negara, berkewajiban untuk 

mengawasi Jaksa Agung dan seluruh jajarannya agar sungguh-sungguh 

melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya dan seadil-adilnya, dalam hal ini, 

khususnya terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Jika 

Jaksa Agung tidak mengindahkan hal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

menggunakan hak interplasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) guna 

mempertanyakan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi 

putusan batal demi hukum yang terjadi di berbagai daerah yang nyata-nyata telah 

melanggar Hak Asasi Warga Negara. 

 

Kata Kunci : Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap. 


